BUPATI KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN KAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan

Mengingat

APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,
untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Kas
Ducoroh Kahupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

(S2]

a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang
Penetapan Perubahan Anggaran Kas Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2011.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3206);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4358);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

]



10.

11.

4.

15.

16.

1.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

\Und-ang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat DPRD
Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40 tahun 2007 tentang

Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg
Praja Kabupaten Kolaka;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2C09 tentang

Urusan Pemerintahan vyang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten: :

o
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29,

26.

27.

29,

30.

31.

32.

38,

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2005 - 2025;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2009 - 2014;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kolaka: '

. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Kolaka:

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Qrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawal Republik Indonesia Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Revisi Peraturan
Daerah Nomor 38 Tahu'n 2007 tentang Pembentukan Organisasi
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Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kesatu atas Perda Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabu

. paten Kolaka;Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun

2010 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011,

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 2011.
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- MEMUTUSKAN:

Menetapkan  PERATURAN  BUPATI  KOLAKA TENTANG PENETAPAN

PERUBAHAN ANGGARAN KAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2011,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan éup"éﬁi'm yang dimaksud dengan :

o o s W oN o

~

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Bupati adalah Bupati Kolaka. |

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah. .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka yang dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD) adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban,
dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kewenangan Daerah adalah kewenangan daerah Kabupaten Kolaka sebagai

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut



16.
1f.

20.

(1)

(2)

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan.

. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah vyang terdiri dari Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Perangkat Daerah adaleh Orang/l.embaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kolaka yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah.

Bagian adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.

Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB I
ANGGARAN KAS

Pasal 2
PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPPA-SKPD yang telah

disahkan.

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas

masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang akan



digunakan mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kas Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

B Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal l7— (D — 20711

/////

= H.BUHARI MATTA

Diundangkandi: Kolaka
Pada Tanggal : /72 - /¢ - 2011
/’.’. T
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/ : N

,/ SEKRETAR[S DAERAH
LKABUPATE’ KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011, NOMOR Z‘f
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